BAB III
PENUTUP
|

! A. Kesimpulan

|

| Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas terkait dengan

; pokok permasalahan yang ditulis oleh penulis yaitu tentang “ Perlindungan

Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme”, maka implementasi perlindungan

hukum yang diberikan kepada saksi dalam tindak pidana terorisme sesuai

o dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

* Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah :

a. Polisi selaku aparat penyidik memberitahukan kepada para saksi
dalam tindak pidana terorisme untuk tidak menyebutkan identitas
saksi, baik secara pribadi maupun identitas saksi lain yang terkait
dengan tindak pidana terorisme.

b. Dalam sidang pengadilan, saksi yang hadir dalam persidangan tidak
bertatapmuka langsung dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana
terorisme. Dalam pemeriksaan persidangan, saksi akan memberika
kesaksiannya tanpa kehadiran dari terdakwa. (diperiksa secara terpisah
dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana terorisme).

Saksi akan memperoleh perlindungan dari Polisi sebelum, selama, dan

sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan yang diberikan

oleh Polisi tersebut berupa perlindungan dari ancaman fisik dan
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mental yang dapat mengancam baik diri pribadi saksi, keluarga, dan

harta benda dari saksi tindak pidana terorisme.

Wujud perlindungan tambahan yang diberikan polisi adalah
perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota dan saksi mantan
anggota jaringan, yaitu berupa :

a. Dalam penyidikan berada dibawah sumpah yang diucapkan

dihadapan penyidik dan disaksikan oleh saksi-saksi.

b. Saksi memberikan surat pernyataan bahwa saksi tidak akan hadir
dalam sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian dalam
pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Dengan demikian perlindungan saksi yang diatur dalam Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme sudah dapat terimplementasi.

Jika dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum yang diberikan
oleh Polisi tersebut berupa pemberian hak-hak saksi, seperti :

a. Mendapatkan tempat kediaman baru.

b. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan.

¢. Mendapat nasihat hukum.

d. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir.
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Mengingat tindak pidana terorisme tersebut terjadi sebelum
diundangkannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai
perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana terorisme yang diatur
dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut belum
terimplementasi.

B. Saran

1. Mengingat tindak pidana terorisme termasuk dalam extraordinary crime
maka pemberian perlindungan hukum yang diberikan terutama kepada
saksi tindak pidana ini perlu dipertegas lagi karena keselamatan dan
keamanan saksi dan keluarganya berada dalam ancaman.

2. Kekhususan perlindungan saksi yang diberikan kepada saksi yang
merupakan mantan anggota jaringan dan saksi yang juga pelaku tindak
pidana terorisme ini sesungguhnya juga harus diberikan kepada saksi
tindak pidana terorisme yang berasal dari masyarakat, hal ini dilakukan
untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan dari saksi yang

bersangkutan.
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